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PERJANJIAN  KREDIT

………………………
· Pada hari ini……………. , tanggal ……………. bulan ………….tahun …………..  dibuat :

I. Tuan ……………………. 
Dalam hal ini menurut keterangan bertindak dalam jabatan sebagai  (perwakilan/lembaga pemberi kredit) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Tuan ………………., bertempat tanggal lahir di ………………..  dan alamat tempat tinggal Jl………………………….  dan untuk melakukan perbuatan hukum dibawah ini turut disetujui dan di tanda tangani oleh isterinya yang sah yaitu ……………… bertempat tanggal lahir ……………., ……………… dan bertempat tinggal yang sama dengan suaminya tersebut dengan no telepon yang bisa dihubungi…………… Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. ……………….. bertempat tanggal lahir …………………….  dan alamat tempat tinggal …………………… untuk melakukan perbuatan hukum dibawah ini turut disetujui dan di tanda tangani oleh isterinya yang sah yaitu ……………… Untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA sebagai pemilik jaminan
· Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan Fasilitas Kredit sebagaimana ternyata dari surat permohonan PIHAK KEDUA tertanggal …….. nomor : ……………
Bahwa permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan PIHAK KEDUA tersebut telah mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA, sebagaimana ternyata dari surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) tertanggal ……… Nomor : ……………..
Bahwa hubungan dengan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membuat serta menetapkan perjanjian ini, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak tersebut, dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang diatur sebagai berikut  : 

PASAL 1

FASILITAS KREDIT, JANGKA WAKTU DAN PENGGUNAANNYA

1. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA suatu Fasilitas Kredit sebesar Rp. ……………. (………………), 

2. Jangka waktu Fasilitas Kredit ini berlaku selama ………… (……………) bulan terhitung sejak tanggal pencairan Fasilitas Kredit.

3. Fasilitas Kredit tersebut tidak termasuk segala jenis biaya yang menjadi beban PIHAK KEDUA baik berupa biaya jasa, denda maupun biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA .

4. Pada Tanggal Jatuh Tempo PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK KEDUA akan menggunakan Fasilitas Kredit ini untuk modal kerja dan tidak akan menggunakan Fasilitas Kredit untuk hal-hal dan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan norma  norma yang berlaku didalam masyarakat.

6. PIHAK KEDUA bahwa Fasilitas Kredit ini akan digunakan untuk pembiayaan sesuai dengan pasal 1 ayat 5. Jika terdapat penyalahgunaan Fasilitas Kredit ini, PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Fasilitas Kredit dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk mengakhiri  Fasilitas Kredit dan menyatakan semua Hutang PIHAK KEDUA seketika Jatuh Tempo.

PASAL 2

BIAYA DAN JASA
· Untuk pinjaman dan Fasilitas Kredit tersebut  PIHAK KEDUA dikenakan kewajiban berupa :

1. Wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA biaya jasa  Fasilitas pembiayaan sebesar ……….% (…………) perbulan.

2. Besarnya biaya administrasi adalah ……..% (……..persen) dari jumlah Fasilitas Kredit yang diberikan.

3. Semua biaya-biaya untuk pengikatan ini maupun pengikatan jaminan dan biaya premi asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. 

4. Dan semua biaya tersebut harus dibayarkan pada saat pencairan Fasilitas Kredit.

PASAL 3

TATA CARA PENCAIRAN

Pencairan Fasilitas Kredit akan dilakukan secara tunai atau menyetor sejumlah Fasilitas Kredit tersebut ke rekening tabungan PIHAK KEDUA setelah persyaratan atau ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 3 dipenuhi.
PASAL 4

PEMBAYARAN ANGSURAN DAN DENDA

1. PIHAK KEDUA wajib membayar angsuran pokok dan biaya jasa sesuai dengan jadwal angsuran yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA setiap bulan sesuai dengan tanggal pencairan kredit.

2. Pembayaran angsuran sebagaimana ayat 1 pasal ini harus dibayar oleh pihak kedua kepada PIHAK PERTAMA dengan menyetor langsung ke rekening PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA atau membayar angsuran melalui staf marketing PIHAK PERTAMA yang ditunjuk.

3. Apabila ternyata PIHAK KEDUA lalai tidak membayar pembayaran hutang pokok maupun biaya jasa, baik mengenai waktu maupun mengenai jumlah nya, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda ……% (……… perhari) dari nilai kewajiban pokok dan atau biaya jasa yang tertunggak.

4. Semua pembayaran baik untuk hutang pokok, biaya jasa dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian ini, harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara penuh dan tidak termasuk biaya-biaya yang timbul akibat pembayaran tersebut.

5. Apabila PIHAK KEDUA membayar angsuran lebih besar dari pada angsuran jatuh tempo maka kelebihan angsuran tersebut akan langsung mengurangi saldo hutang.

PASAL 5

JAMINAN

1. Segala harta kekayaan PIHAK KEDUA, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah Fasilitas Kredit yang timbul karena perjanjian ini.

2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Fasilitas Kredit yang terhutang, maka, dan PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa …………………………………  dimana untuk jaminan tersebut akan dibuat suatu perjanjian tersendiri dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kredit ini.

PASAL 6

ASURANSI

1. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan jiwanya dan jaminan yang diberikan kepada perusahaan asuransi yang ditunjukkan apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA.

2. Terhadap pelepasan jaminan baik sebagian dan seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib melunasi seluruh kewajiban terhadap Fasilitas Kredit baik berupa pokok, biaya jasa, denda biaya administrasi maupun biaya lainnya. 

PASAL 7

CIDERA JANJI


1. PIHAK PERTAMA berhak untuk setiap saat mengakhiri perjanjian dan pembatalan pencairan Fasilitas Kredit yang seharusnya diberikan kepadan PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian, menangih hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tanpa perlu adanya somasi/surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh Hutang PIHAK PERTAMA dengan seketika dan sekaligus, dan dalam hal terjadi salah satu atau seluruh Cidera Janji serta ketentuan seperti tersebut di bawah ini :

a. PIHAK KEDUA dan/atau Penjamin tidak memenuhi dengan tepat sesuatu ketentuan dari perjanjian atau perjanjian lainnya yang bertalian dengan perjanjian ini, termasuk mengenai segala tambahan, parubahan atau perpanjangan lainnya.

b. Atas barang jaminan PIHAK KEDUA yang (akan) diberikan kepada PIHAK PERTAMA dikenakan suatu sitaan atau tersangkut suatu perkara atau menurut penilaian PIHAK PERTAMA telah surut, baik fisiknya maupun nilainya hingga berkurang nilainya sebagai jaminan terhadap PIHAK PERTAMA.
c. Jika fasilitas pembiayaan yang terhutang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan lain dari maksud sebenarnya fasilitas pembiayaan diberikan. 

d. PIHAK KEDUA dan/atau penjamin tidak bebas lagi untuk mengurus sendiri harta kekayaannya (onbekwaam)
e. PIHAK KEDUA dan/atau penjamin mengajukan atau diajukan permohonan untuk atau dinyatakan berada dalam pailit atau untuk memperoleh penundaan pembayaran (surseansce van betaling) atau untuk ditaruh di bawah penampungan (ondercuratele gesteld);

2. Dalam hal perjanjian dihentikan sebagaimana dimaksud  di atas, maka PIHAK KEDUA berkewajiban pada saat tersebut untuk membayar kembali dengan seketika seluruh jumlah fasilitas yang terhutang olehnya terhadap PIHAK PERTAMA, baik atas hutang pokok, biaya jasa, denda keterlambatan dan biaya-biaya serta beban-beban lainnya.

3. Dalam hal terjadinya kejadian yang dimaksud dalam ayat-ayat di atas, maka PIHAK KEDUA telah melepaskan segala keuntungan-keuntungan yang didapat berdasarkan pasal 1266 ayat 2, 3, dan 4 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dalam hal tersebut tidak diperlukan lagi sesuatu surat kepolisian, ketetapan izin dari pengadilan atau sesuatu surat teguran juru sita atau surat lainya yang serupa dengan itu.

PASAL 8

FORCE  MAJEURE

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena adanya force majeure yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, epidemic, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab lain diluar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. Dalam terjadinya force majeure, maka pihak yang terkena force majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan lampiran bukti kepolisian/instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai terjadinya force majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal force majeure. 

3. Keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya force majeure tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai force majeure oleh pihak lainnya;

4. Segala dan  tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya force majure akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak  PIHAK PERTAMA

PASAL 9

KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia.

2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun (sengketa) yang timbul antara PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  sehubungan dengan atau sebagai akibat dari perjanjian, akan diselesaikan dalam tempo 14 (empat belas) hari kerja melalui musyawarah diantara para pihak tanpa mengurangi hak salah satu pihak.

3. Bila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka  waktu 14 (empat belas) hari kerja melalui musyawarah, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri Banda Aceh dengan tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada PIHAK KEDUA melalui atau dihadapan Peengadilan-pengadilan lainnya dalam wilayah Indonesia.

Demikian Perjanjian dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.
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